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‘masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, m

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
: : KOMISI X DPR RI .
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN

PERPUSTAKAAN) '

Tahun Sidang ‘ - 2009 - 2010

‘Masa Persidangan . I (Tiga)
‘RapatKe : 7 (Tujuh)

Sifat . Terbuka

Jenis Rapat  Rapat Kerja ‘

Dengan Menteri Pendidikan Nasional

Hari/Tangga Kamis, 15 April 2010 _

Pukul ' 20.00 - 23.25 WIB. .

Tempat Ruang Rapat Komisi X DFR RI

Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR R

Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA
2010 ' ' ’ o

45 orang dari 49 Anggota  Komisi X DPR RI
Menteri Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 20.00
RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, s
dinyatakan terbuka untuk umum.

WIB oleh Ketua Komisi X DPR
p.Og., setelah kuorum tercapai dan rapat

mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN-P TA

Pagu sejumlah Rp 6.289,0 Milyar dan diu
program sebagai berikut - ‘
Pendidikan Anak Usia Dini.

Wajar Dikdas 9 Tahun

Pendidikan Menengah
Penindidikan Non Formal

2010 Kemendiknas memperoleh

Rp 197,5 Milyar
Rp 2.121,7 Milyar
Rp 923,9 Milyar
Rp 198,4 Milyar

T@moaooow

Pendidikan Tinggi Rp 2.137,4 Milyar
PMPTK ' ' - Rp 516,9 Milyar
Manajemen Pelayanan Pendidikan- ~ Rp 37,4 Milyar -

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Rp 1556 Milyar

RAPBN-P  TA 2010

sepanjang program/kegiatan prioritas yang akan
dilaksanakan sesuai krit

eria yaitu dirasakan manfaatnya secara langsu_ng oleh

Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og./Ketua Komisi X DPR R|

aka rapat dapat ‘

sulkan oleh Kemendiknas untuk |



peserta didik, membutuhkan perhatian khusus, ‘menjawab permasalahan

aktual di dunia pendidikan serta mampu terserap.

Komisi X DPR RI mendesak Mendiknas untuk melakukan penyempurnaan

terhadap pelaksanaan DAK Pendidikan 2010 khususnya Permendiknas.
‘Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Pendidikan, agar mekanisme pelaksanaan DAK Pendidikan

“melalui proses tender/lelang di setiap kab/kota dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Keppres No. 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Perpres
Nomor 95 tahun 2007. :

Komisi X DPR Rl dan Mendiknas sepakat bahwa pendalaman pagu usulan
RKA-K/L RAPBN-P TA 2010 Kemendiknas akan dibahas dalam RDP dengan
masing-masing Satker Utama pada hari Jumat, 16 April 2010 sampai dengan
Minggu 18 April 2010 utamanya untuk mendalami besaran anggaran setiap
program/kegiatan yang di dasarkan pada RPJPN, prioritas nasional, Keppres,
kebijakan Kemendiknas, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Rapat diakhiri pada pukul 23.25 WIB

Jakarta, 15 April 2010
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PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.0g.”




